
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :   4    TAHUN  2007  

 

TENTANG 

 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN BIAYA ADMINISTRASINYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, 

kepastian berusaha, pengembangan berusaha, kemitraan, peluang 

usaha serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang 

menjalankan usahanya secara jujur dan benar diperlukan sumber 

informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal lain berkaitan 

dengan dunia usaha dan perusahaan; 

b. bahwa guna pembinaan, pengawasan, dan penertiban dunia 

usaha, maka sumber informasi resmi tersebut perlu dilaksanakan 

melalui penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;  

c. bahwa terhadap pendaftaran perusahaan dikenakan biaya 

administrasi;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah 

Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu 

Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);  

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor  7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3587); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 

15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3268); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib 

Daftar Perusahaan; 

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi 

Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar 

Perusahaan; 

16. Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

09/M-DAE/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pemberian Surat Izin Perdagangan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo 

Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon 

Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1987 

Nomor 5 Seri D); 
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Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR 

PERUSAHAAN DAN BIAYA ADMINISTRASINYA. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi 

dan tugas di bidang perdagangan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara 

Republik Indonesia termasuk perusahaan asing, untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan/atau laba. 
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7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan 

menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan. 

8. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah 

setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di 

Daerah. 

9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah 

surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati kepada 

perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya. 

10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak 

mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu 

kegiatan dan/atau pengurusnya ditentukan sesuai dengan 

wewenang yang diberikan. 

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan 

Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan 

Retribusi. 

12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam 

rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan 

perlindungan terhadap perusahaan yaitu dengan tersedianya data dan 

informasi perusahaan yang sistematis, terpadu, dan dapat dipercaya 

dengan tujuan memberikan sumber informasi resmi kepada semua 

pihak yang berkepentingan mengenai identitas data serta keterangan 

lain tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. 


